
Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara/ 1 

Nia Agustina 

 

BEA CUKAI MEDAN GAGALKAN PEREDARAN EKS BARANG 

SELUNDUPAN ASAL THAILAND 

 

Sumber Gambar: https://www.waspada.id/wp-content/uploads/2025/06/thailand-700x400.jpg 

 
Medan (Waspada) - Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga pemasukan dan 

peredaran barang ilegal hasil penyelundupan di wilayah keamanan Indonesia, khususnya Kota 

Medan dan Sumatera Utara. 

Bea Cukai Medan berhasil menggagalkan berbagai jenis satwa, tumbuhan dan media 

pembawaan lainnya  dengan berkolaborasi bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Sumut,  Karantina 

Sumatera Utara,  BAIS TNI Sumut, Dirkrimsus Polda Sumut, Denpom I/5 Medan, dan instansi 

terkait lainnya tanggal pada 16 Juni 2025. 

Rilis diterima media, Jumat (20/6), Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea 

Cukai Medan, Benedictus Jackson menjelaskan, bahwa penindakan sinergis dilakukan di dua 

lokasi berbeda, yakni Gerbang Tol Semayang dan sebuah gudang di Desa Mulio Rejo, Kecamatan 

Sunggal, Deli Serdang. 

Dari operasi tersebut diamankan barang bukti, ratusan ekor ayam aduan asal 

Thailand,  hewan anjing, musang, kelinci patogonia asal Argentina,  1 koli tanaman hias, berbagai 

macam obat / vitamin/pakan/cairan suplemen serta pakan hewan yang seluruhnya tidak 

dilengkapi dokumen sesuai ketentuan. 

Total nilai ekonomi dari hasil penindakan diperkirakan mencapai Rp. 3,81 Miliar. 

Barang barang ilegal tersebut juga telah dilakukan pemeriksaan dan penyegelan di gudang serta 

proses hukum atas dugaan pelanggaran UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, 

dan Tumbuhan. 

Guna mencegah dan menghindari masuknya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) 

seperti flu burung, PMK, LSD, rabies, dan anthrax, serta mencegah tersebarnya Organisme 

Pengganggu Tumbuhan Karatina, seluruh barang Ilegal telah dimusnahkan pada hari Kamis 
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(19/6) di Kantor Satuan Pelayanan Kualanamu Karantina Sumatera Utara dengan cara yang aman, 

sesuai prosedur dan disaksikan oleh seluruh aparat terkait. 

 

Sumber Berita: 

1. Bea Cukai Medan Gagalkan Peredaran Eks Barang Selundupan Asal Thailand,  

WASPADA, 20 Juni 2025; 

2. Bea Cukai Medan Gagalkan Peredaran Eks Barang Selundupan Satwa, Tumbuhan, Media 

Pembawaan Lainnya Asal Thailand dan Argentina - Indonesiaaktual.com, 20 Juni 2025. 

 

Catatan Berita: 

Undang-undang  Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan 

Pasal 1  

Angka 1 Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina 

adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit 

hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme 

pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian 

terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu 

pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, 

Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa 

Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, 

dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 5  

Ayat (1) Penyelenggaraan Karantina didasarkan pada tingkat pelindungan negara yang 

layak terhadap HPHK, HPIK, dan OPTK. 

Ayat (2) Tingkat pelindungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan melakukan analisis risiko. 

Ayat (3) Ketentuan mengenai penetapan tingkat pelindungan yang layak dan analisis 

risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 35  

Ayat (1) Setiap Orang yang memasukkan danlatau mengeluarkan Media Pembawa dari 

suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia wajib: 

a. melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, 

Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan;  

b. memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa melalui Tempat 

Pemasukan dan Tempat Pcngeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat; dan  

https://www.waspada.id/medan/bea-cukai-medan-gagalkan-peredaran-eks-barang-selundupan-asal-thailand/
https://www.waspada.id/author/partono-budy-new-4/
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c. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina 

di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan 

dan/ atau pengendalian. 

 

Ayat (2) Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan Media Pembawa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang memasukkan dan 

latau mengeluarkan Media Pembawa menyerahkan dokumen lain yang 

dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ayat (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan 

terhadap Media Pembawa Lain. 

Ayat (4) Dalam hal Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Transit di 

suatu Area, wajib dilengkapi surat keterangan Transit yang dikeluarkan oleh 

Pejabat Karantina dari tempat Transit. 

 

Pasal 36  

Ayat (1) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terhadap 

Media Pembawa dilakukan oleh Pejabat Karantina 

Ayat (2) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Tempat 

Pemasukan dan Tempat Pengeluaran, baik di dalam maupun di luar Instalasi 

Karantina 

Pasal 37 Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri 

atas:  

a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen; dan  

b. pemeriksaan kesehatan, uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji 

Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan 

 

Pasal 38  

Ayat (1) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 huruf a dilakukan untuk mengetahui:  

a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan; dan  

b. kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa dengan dokumen 

persyaratan Karantina. 

Ayat (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk 

dokumen cetak atau dokumen elektronik. 

Ayat (3) Penggunaan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

informasi dan transaksi elektronik. 

Pasal 86 Setiap Orang yang: 
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a. memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat 

kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk lkan, 

Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 33 ayat (1) huruf a; 

b. memasukkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pemasukan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

ayat (1) huruf b; 

c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada 

Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau 

pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c; 

dan/atau 

d. mentransitkan Media Pembawa tidak menyertakan sertifikat kesehatan 

dari negara transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda 

paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

 

Pasal 87 Setiap Orang yang: 

a. mengeluarkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat 

kesehatan bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, 

dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 

(1) huruf a; 

b. mengeluarkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pengeluaran yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 

ayat (1) huruf b; dan/atau 

c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada 

Pejabat Karantina di Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau 

pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana 

denda paling banyak Rp3.000.000.000,O0 (tiga miliar rupiah). 

 

 

Pasal 88 Setiap Orang yang: 

a. memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area 

lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak 

melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, 

Tumbuhan, danf atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35 ayat (1) huruf a; 
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b. memasukkan dan/atau mengeluarkan tidak melalui Tempat Pemasukan 

dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b; 

c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada 

Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan 

pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

35 ayat (1) huruf c; dan/atau 

d. mentransitkan Media Pembawa tidak menyertakan surat keterangan 

Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

 

  


